BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN PIHAK LAIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (6),
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung Dengan Pihak
Lain;

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

\



Menetapkan

2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri E), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN
TULUNGAGUNG DENGAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah ~ Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada
Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM



10.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

3

adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada
direksi atau dewan pengawas.

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha”
Kabupaten Tulungagung.

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah “Aneka Usaha”
Kabupaten Tulungagung.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung.

Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah “Aneka Usaha”
Kabupaten Tulungagung.

Pihak lain adalah pihak diluar Pemerintah Daerah dan
Perumda.

Pasal 2
Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik

Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama
daerah.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan prinsip :
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan
kemanfaatan;

c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal
bagi Perumda; dan

d. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat.

Pasal 3

Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang
ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan
kewenangan.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat:

a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama,
c. penyelesaian perselisihan; dan

d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.



(3)
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Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 5

Bentuk kerja sama meliputi:
a. operasi (joint operation);
b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan

c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

a. disetujui oleh KPM; dan
b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
Bentuk kerja sama Dberupa pendayagunaan ekuitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan
dengan ketentuan:

a. disetujui oleh KPM;

b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam
keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah
dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah;
dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 6
Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif dari pihak
lain harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. proposal kerja sama,;
b. studi kelayakan kerja sama,;
c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
d

manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 November 2020
BUPATI TULUNGAGUNG, ?’
s
(ﬂ MARYOTO BIROWO
Diundangkan di Tiungagung
pada tanggal 27 Navember 2020

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 76



